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Abstrak

Salah satu usaha reformasi hukum yang dilaksanakan adalah adanya
pembaharuan dalam sistem perwakafan terutama dalam hal kenaziran. Peran
nazir dalam pengelolaan wakaf sangat esensial. Sebab berfungsi tidaknya suatu
perwakafan sangat bergantung pada nazir.

Di dalam figh klasik, perihal nazir tidak dibahas secara detail. Hal ini
terbukti dengan tidak adanya nazir dalam rukun wakaf. Sehingga, di lapangan
banyak ditemui pengurus wakaf yang kinerjanya asal-asalan. Hal ini
mengakibatkan banyak aset wakaf yang disalahgunakan, terbengkalai, dan
pindah tangan. Padahal wakaf adalah amanah yang harus disampaikan pada
tujuannya sebagai amal jariyah wagif.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang berbunyi,
“Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. wakif, b.
nazir, c. harta benda wakaf, d. ikrar wakaf, e. peruntukan harta benda wakaf, f.
jangka waktu wakaf . Hal ini memberikan wacana baru bagi nazir wakaf. Karena
secara tidak langsung nazir diberikan kedudukan tinggi dalam pengurusan wakaf.

Salah satu metode pembaharuan hukum perwakafan adalah dengan
melihat perubahan gejala-gejala sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat
dengan menyesuaikan hukum yang telah ada dan telah berlaku sebelumnya.
Sebagai produk dari pembaharuan itu adalah dengan berlakunya Undang-Undang
wakaf yang baru yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang di dalamnya
berisikan peraturan perwakafan terutama ketentuan dan aturan-aturan kenaziran
secara lengkap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis yaitu dengan
mendekati masalah untuk melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak antara
yang ada dalam al-Quran, Hadis, dan kaidah figh dengan melihat konteks
masyarakat Indonesia sekarang. Dengan metode ini bisa diperoleh gambaran
yang jelas mengenai kedudukan dan peran nazir, persamaan dan perbedaan nazir
dalam Figh klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan dapat diketahui
pembaruan-pembaruan yang ada dalam sistem kenaziran khususnya di Indonesia.
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Motto

“Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir
benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, yang setiap tangkainya terdiri dari
seratus biji. Allah melipatgandakan pahala bagi yang Ia kehendaki. Allah
Mahaluas lagi Maha Mengetahui”.

(QS. Al-Bagarah:261)
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“kamu tidak akan mendapat nilai kebajikan sebelum menafkahkan sebagian harta
yang kamu cintai. Apapun yang kamu nafkahkan, Allah Maha Mengetahuinya”.

(QS. Ali-Imran: 92)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
J alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba‘ b -
& Ta' t .
< sa s s (dengan titik di atas)
z jim j :
z ha‘ h h (dengan titik di bawah)
z Kha' kh -
3 dal d -
3 zal z Z (dengan titik di atas)
J Ra’ r -
B zai z -
o sin S -
o Syin sy -
U sad S S (dengan titik di bawah)
U dad d d (dengan titik di bawah)
L ta' t t (dengan titik di bawah)
L za' z z (dengan titik di bawah)
& ‘ain ¢ koma terbalik
a gain g -




- fa‘ f -

3 qaf q -

<l kaf k -

dJ lam 1 -

e mim m -

d nun n -

K wawu W -

A Ha’ h B
apostrof (tetapi tidak

3 hamzah ’ dilambangkan apabila
ter-letak di awal kata)

&S ya' y -

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
. — Kasroh i i
Y - - Dammah u u
Contoh:
cTﬂS_ kataba UAJJ.. - yazhabu

- d—‘“ su’ila ,)S~J - zukira



b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
(5 / Fathah dan ya ai a dan i
i B Fathah dan wawu  au adanu
Contoh:
S kaifa J 98- haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
(5 . . Fathah dan alif atau ya a a dengan garis di atas
[ Kasrah dan ya i i dengan garis di atas
A2
--------- =) dammah dan wawu u u dengan garis di atas
Contoh:

dG- qala d,-.‘g— qila
(R -rama d jm- yaqiilu
4. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:
a. Ta Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah (t).



b. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h)
Contoh: dall Talhah
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan hah
Contoh: M;J\ "‘-‘-éj _) -raudah al-Jannah
5. Syaddah (Tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.
Contoh: & - rabbana

ax- nu’imma

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu “J". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang
diikuti oleh qomariyyah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.



7.

8.

Cotoh :  Jal — ar-rajulu
33l — as-sayyidatu
b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Bila diikuti oleh huruf syamsiyah mupun huruf qomariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan dihubungkan dengan
tanda sambung (-)
Contoh: A&l - al-qalamu I _al-jalalu
Q—’J-\S\ - al-badt’u
Hamzah
Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh :
(s - syai’un <yl - umirtu
¢ sl ~an-nau’u 0523 - ta’khuziina
Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau



harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:
0 A sed a5 3) - Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin atau
Wa innallaha lahuwa khairur- raziqin
5858 Jsll 5 o) el - Fa “aufl al kaila wa al mizana atau

Fa ‘auful — kaila wal — mizana

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh :

sy Y danalag - wa ma Muhammadun illa Rasul

- As-Syafi'i ‘5’3"5‘.‘5\
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf dalam hukum Islam merupakan salah satu spare parts penting yang
dapat dipergunakan sebagai sarana pendistribusian dan pemerataan resmi

(legitimate) rezeki Allah swt guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia.

Ajaran wakaf sudah dikenal di dalam sejarah Hukum Islam sejak masa
Rasulullah saw. Dalam sejarah Islam wakaf pertama kali adalah masjid Quba di
Madinah. Masjid ini dibangun pada tahun 622 Masehi. Dalam sebuah hadis
diriwayatkan oleh Anas bin Malik dikatakan bahwa Rasululah saw ingin membeli
lahan dari Banu al-Najjar untuk dibangun masjid. Banu al-Najjar merasa enggan
apabila lahan mereka itu dibeli oleh seorang Rasul, sehingga mereka rela
memberikan lahan tersebut untuk £ sabilillah, dan ini termasuk kategori wakaf
untuk fasilitas ibadah. Terlebih pada masa dinasti Umayyah dan dinasti

Abbasiyah praktek wakaf semakin berkembang.

Masyarakat sebelum Islam pun telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi
dengan nama lain, bukan wakaf. Demikian hasil penelitian Abu Zahrah. Hal ini
karena tempat-tempat ibadah berdiri secara permanen. Hal-hal yang tersedia di

atasnya berupa kebutuhan operasional diberikan oleh pendiri-pendirinya agar



dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan-kegiatan ibadah. Ini

menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.'

Perkataan wagf menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata
kerja bahasa Arab ialah wagafa-yagifu-wagfan yang Dberarti berhenti,
memberhentikan, menahan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan,
mengabdi, dan tetap berdiri.” Wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta
yang mungkin diambil manfaaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan

bendanya ( ‘ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.’

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat
penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan
kebudayaan masyarakat Islam. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah
menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintah atau kementrian-
kementrian khusus, seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Sosial.
Sehingga dapat mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada pemerintah.
Hal ini dicontohkan oleh beberapa Negara-Negara Muslim yang telah berhasil
mengembangkan wakafnya dalam menopang perekonomian negaranya, seperti

Mesir, Arab Saudi, Srilanka, Yordania, dan Bangladesh

Meskipun banyak dijumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf

selain memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan, tapi juga

' Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),
hlm. 479

% Said Agil Husin al-Munawar, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial, (Jakarta:Penmadani,
2004), him. 127

3 Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25



memperlihatkan berbagai penyelewengan. Salah urus (miss management) kerap
kali terjadi. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan
untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan
baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai investasi, sehingga hasilnya dapat
dimanfatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam hal ini sangat
diperlukan konsep dan sistem manajerial wakaf yang baik. Di antara unsur-unsur

yang terpenting dalam perwakafan adalah nazir.

Nazir berasal dari kata kerja bahasa Arab nazara yang artinya menjaga,
memelihara, mengelola dan mengawasi. Sedangkan nazir wakaf biasa
disebut nazir adalah orang atau pihak yang diberi tugas mengelola wakaf.
Jadi nazirberarti orang atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak
atas harta wakaf, baik mengurus, mengembangkan, memelihara dan
mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya.’
Dalam ranah figh klasik, nazir tidak dimasukkan dalam rukun (unsur-
unsur) wakaf. Seseorang dapat menjadi nazir asalkan ditunjuk oleh wagif, bahkan
wagqif sendiri dapat bertindak sebagai nazir dari harta yang diwakafkannya.® Hal
seperti inilah yang menyebabkan profesi nazir kurang mendapatkan tempat.

Padahal seperti yang telah diketahui, bahwa nazirlah yang berperan penting

untuk menyampaikan benda wakaf tersebut kepada mauqut ‘alaih.

Hal ini sangat bertentangan dengan kondisi kontemporer yang banyak

bermunculan ide-ide dan pemikiran. Nazir yang sebelumnya hanyalah dianggap

* Depag R, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Direktorat Pengembangan Zakat dan
Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm. 39

> Dikutip dari Uswatun Hasanah, “Nazir Wakaf”, dalam Kumpulan Hasil Seminar
Perwakafan, (Batam: Depag RI, 2004), hlm. 85

 Abdul ghofar, “Nazir Dan Manajemen Pendayaguanaan Tanah Wakaf” dalam
Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, ibid., hlm. 100



sebagai formalitas dalam wakaf, maka saatnya sekarang nazir mendapatkan
tempat dan perhatian besar. Dengan semakin beragamnya obyek wakaf atau
mauqut bih, yang merambah pada benda yang bergerak, seperti uang, logam
mulia, saham atau surat berharga, dan benda bergerak lainnya, maka diperlukan
nazir yang profesional dalam masing-masing bidang wakaf yang hendak

dikelolanya.

Dalam sejarah perwakafan di Indonesia, sebelum berlakunya peraturan
perundangan, hal-hal yang menyangkut wakaf termasuk perwakafan tanah
didasarkan pada pemikiran ahli figh yang sangat beragam. Akibatnya timbul
beragam persepsi terhadap lembaga dan juga obyek wakaf, sehingga keadaan
demikian kurang menguntungkan. Pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf
tidak diatur secara tuntas dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada
pencatatan administratif terhadap tanah wakaf dan harta benda wakaf tersebut.
Ini mengakibatkan banyaknya penyimpangan hakikat tujuan wakaf dan

menjadikan lembaga wakaf tidak mendapat simpati dari masyarakat.

Pada umumnya wakaf tanah atau bentuk lainnya di Indonesia, diperuntukkan
pada bidang konsumtif belum pada bidang yang produktif, seperti pada masjid,
sekolah, panti asuhan, Rumah Sakit, sarana kendaraan dan sebagainya. Oleh
karena tanah atau obyek lain yang diwakafkan itu di bidang konsumtif, maka

yang terjadi adalah pada masalah pemeliharaan dan pengembangannya.

Sepanjang dekade terakhir ini upaya pengembangan potensi ini terus

menerus digali dan dikaji baik peranannya dalam sejarah maupun menatap



kemungkinan peranannya di masa datang dalam menghadapi globalisasi.
Tentunya hal ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang
baik.

Dalam perkembangan perwakafan yang begitu signifikan inilah, maka
pemerintah Indonesia menganggap penting membuat satu peraturan khusus
tentang wakaf. Seiring dengan itu, maka dibuatlah Undang-undang No.41 Tahun
2004 tentang wakaf yang pasal demi pasalnya juga merujuk pada ajaran Islam
atau Hukum Islam. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang wakaf ini ialah
karena lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan
manfaat ekonomi yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Tujuan lain adanya Undang-Undang Wakaf ini juga agar dapat
mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD
1945 dan batang tubuh UUD 1945 bahwa pembangunan yang dilaksanakan di
Indonesia ini tidak lain salah satu tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wakaf merupakan salah satu solusi yang
ditawarkan Islam untuk mengatasi kemiskinan dan kebodohan di dunia
khususnya di Indonesia. Maka, untuk mewujudkan kesejahteraan itu,

pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu.

Perubahan atau peralihan peraturan wakaf dari Hukum Islam ke dalam
Undang-undang wakaf nomor 41 Tahun 2004 merupakan pentransformasian
Hukum Islam (figh) menuju Hukum Nasional. Adapun yang dimaksud dengan

Hukum Nasional yang diambil dari Hukum Islam adalah peraturan dengan



menganut prinsip-prinsip yang tercantum dalam al-Quran dan Sunnah Rasul serta
kaidah-kaidah yang dipetik dari Nas Syar’i. Menurut teori politik hukum, norma-
norma Hukum Islam baru dapat dijadikan norma Hukum Nasional, apabila
norma-norma Hukum Islam itu sesuai dan dapat menampung kebutuhan seluruh
lapisan rakyat Indonesia.’

Dalam hal ini penyusun sangat tertarik dengan tema nazir wakaf dengan
membandingkan antara wacana Figh Klasik dan UU No.41 Tahun 2004 karena
meskipun undang-undang ini juga bersumber pada Hukum Islam akan tetapi telah
mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia
sekarang. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan di antara asas-asas dan
kaidah figh itu sangat sesuai untuk keadaan masa lampau, tetapi tidak cocok lagi
untuk masa sekarang atau khusus misalnya, untuk keadaan dan tempat tertentu

seperti Indonesia ini.

Dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia mayoritas penganut Mazhab
Syafi’i dalam hal keagamaan. Namun, apabila dalam hal nazir wakaf, Mazhab
Syafi’i kurang begitu memperhatikan masalah kesejahteraan nazir terutama
dalam hal upah atau gaji. Karena Syafi’i berpendapat bahwa tanggung jawab
mutawalli terhadap urusan wakaf itu seperti seorang wali terhadap anak kecil, ia
tidak berhak mengambil (hartanya) melainkan hanya secukupnya dan harus
dengan cara yang ma’ruf atau tidak memaksa. Bagaimana jika hal ini dikaitkan

dengan kondisi sosial kemasyarakatan sekarang.

7 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).hlm. 248



Misal lainnya lagi, cara pemilihan nazir wakaf dalam figh klasik adalah
wagqif menunjuk seseorang untuk menjadi nazir atas benda wakafnya bahkan si
wagqif'sendiri bisa menjadi nazirnya (nazir perorangan). Berbeda dengan isi pasal
4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-
undang nomor 41 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa nazir perseorangan harus
merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit tiga orang yang salah
seorang diangkat menjadi ketua. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apa yang

menjadi faktor penyebab dari semua pembaruan peraturan yang terjadi itu.

Pertanyaan di atas penting untuk dicari jawabannya, mengingat nazir
sebagai pemegang kunci maju mundurnya, berhasil tidaknya, dan sampai
tidaknya harta wakaf dan sebagai amanah dari wagif yang harus dijaga dan
dikembangkan sesuai dengan tujuannya. Serta kaitannya dengan cita-cita bangsa

Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejauhmana peran pemerintah mewujudkan cita-cita dan harapan untuk
mensejahterakan rakyat umumnya dan nazir khususnya melalui UU No.41 Tahun
2004 tentang wakaf ini agar tercapai terutama dalam menghadapi persoalan-

persoalan perwakafan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

B. Pokok Masalah

Dari paparan di atas, terdapat beberapa masalah yang akan dikaji dalam

studi ini, yaitu:



. Bagaimanakah kedudukan dan peran nazir wakaf dalam figh klasik dan UU
No. 41 Tahun 2004?

. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan tentang nazir wakaf dalam wacana
figh klasik dan UU No.41 Tahun 2004?

. Bagaimanakah pembaruan sistem kenaziran dalam UU No. 41 Tahun 2004

tentang wakaf terhadap wacana figh klasik di Indonesia?

. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

. Untuk mendeskripsikan tentang kedudukan dan peran nazir wakaf dalam
wacana figh klasik dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.

. Untuk mendiskripsikan persamaan dan perbedaan tentang nazir wakaf dalam
figh klasik dan UU No. 41 Tahun 2004.

. Untuk mendiskripsikan wacana pembaruan dalam sistem kenaziran dalam
UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap wacana figh klasik di

Indonesia.

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:
Sebagai salah satu upaya untuk mengisi kelangkaan dalam figh muamalah
dikhususkan pada pembahasan nazir wakaf dalam wacana figh klasik dan
Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Penelitian ini diharapkan mampu

memberikan sumbangan yang berarti bagi khazanah pemikiran Hukum Islam.



2. Dapat memberi pemahaman baru yang lebih tepat dan baik, serta dapat
dijadikan pijakan bagi peneliti yang akan datang. Dan tentu saja penelitian
ini juga ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana dalam Hukum Islam pada fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang perwakafan terutama dalam sistem kemenejerialan
pengurus atau nazir terhadap benda wakaf semakin marak diperbincangkan. Hal
ini disebabkan karena wakaf merupakan aset nasional yang harus dikelola dan
dikembangkan dengan sebaik baiknya.

Telaah pustaka ini didasarkan dari karya terdahulu, baik yang
berhubungan dengan kajian nazir wakaf maupun karya lain yang berhubungan
telaah wakaf.

Beberapa referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan telaah pustaka
antara lain dalam skripsi karya Rima Melati, “Wakaf Uang studi Komparasi
antara Hukum Islam dengan UU No.4l Tahun 2004 tentang Wakaf,”
menjelaskan tentang konsep perwakafan di dalam Hukum Islam dan Undang-
undang wakaf terutama dalam wakaf tunai sebagai alternative pengembangan

wakaf produktif yang berperan penting dalam bidang ekonomi negara.

¥ Rima Melati, “Wakaf Uang Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Undang-
Undang No.41 Tahun 2004, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta (2007)



Mukhsonah Nur Faidah, "Wakaf Tanah Milik dan Permasalahannya di
Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap”,” memaparkan tentang kondisi wakaf
tanah milik di Kecamatan Cimanggu dari sudut jaminan hukum dan pengelolaan
nazir yang benar-benar dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap benda
wakaf yang diamanahkan padanya dengan mentaati hukum Allah dan mematuhi
peraturan wakaf yang berlaku, dengan cara mensertifikatkannya. Sehingga nazir
dapat menyelamatkan tanah wakaf dari sengketa.

Dalam workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui
Pengelolaan Wakaf Produktif,'® terkover berbagai tulisan tentang pengelolaan
wakaf produktif. Di antara tulisan tersebut berjudul, “Wakaf Dalam Syari’at
Islam” karya M. Anwar Ibrahim. Dalam uraiannya, tulisan ini meninjau konsepsi
wakaf dalam khazanah pemikiran klasik dan meneliti adanya kemungkinan
adanya konsep wakaf produktif dalam pemikiran figh. Intinya, ia menekankn
bahwa sebagaimana terlihat dalam rentan sejarah, wakaf produktif merupakan
sebuah sistem pengelolaan wakaf yang telah dijalankan oleh umat Islam. Maka,

ketika sekarang ini muncul gagasan untuk mengembangkannya sebagai Sistem

? Mukhsonah Nur Faidah, “ Wakaf Tanah Milik Dan Permasalahannya DiKecamatan
Cimanngu Kabupaten Cilacap,” Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta (1998)

1% Acara dilaksanakan oleh IIIT Indonesia (International Institute of Islamic Thought
Indonesia) bekerjasam dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Depag RI di Wisma
Haji Batam pada 7-8 Januari 2002



Ekonomi Islam, maka usaha ini bisa dimulai dengan meneliti terlebih dahulu
konsepsi wakaf dalam pemikiran ulama klasik.""

M. Habib Chirzin melalui makalahnya “Wakaf Sektor Ketiga sebagai
Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerjasama”, menjelaskan tentang
pemikiran, inovasi, dan pembangunan wakaf di dunia Islam karena perannya
yang sangat mengesankan. Menerangkan pula tentang upaya menjadikan wakaf
sebagai sektor ketiga, di samping sektor profit dan sektor negara sebagai sumber
pembangunan umat.'?

Adapun artikel yang memuat tentang majemen nazir wakaf adalah “Nazir
dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wakaf”, karya Abdul Gofar'"’, membahas
tentang wakaf dan nazir wakaf dalam peraturan perundangan yang berlaku di
Indonesia sebelum UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Artikel lainnya berjudul “Nazir Wakaf”, karya Uswatun Hasanah'®, yang
hanya mengulas secara singkat tentang tugas nazir terhadap wakaf benda tidak

bergerak saja dalam figh klasik.

""M.Anwar Ibrahim, “Wakaf Dalam Syari’at Islam”, Makalah disampaikan pada
Workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif di
Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

"2 Lihat lebih lanjut M. Habib Chirzin, “Wakaf, Sebagai Sumber Pembangunan Umat:
Jaringan dan Kerjasama”, Makalah disampaikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan
Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002,
hlm. 149

'3 Abdul Ghofar, “Nazir dan Pendayagunaan Tanah Wakaf”, artikel dari Majalah Mimbar
Hukum, Nomor.41 Tahun X. 1999.

' Uswatun Hasanah, “Nazir Wakaf”, dari Majalah Modal No.II . Tanggal 1 September
2003



Dengan melihat paparan-paparan di atas terlihat bahwa kajian yang
menyoroti tentang nazir wakaf dalam analisis perbandingan wacana antara figh
klasik dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf belum dilakukan.

Dengan demikian masih terbuka peluang untuk dilakukannya penelitian baru.

E. Kerangka Teoritik.

Hukum wakaf berasal dari Hukum Islam (figh) yang telah menjadi
Hukum Nasional, maka penyusun memilih landasan teorinya dengan teori tajdid,
yang dicetuskan oleh Rasjidi'’, yang menyatakan bahwa Hukum Islam bersifat
dinamis, terhadapnya selalu diadakan tajdid atau pembaruan. Terjadinya
pembaruan dikarenakan adanya ketidaksesuaian suatu hukum terhadap situasi
dan kondisi perkembangan masyarakat saat ini.

Untuk itu pembacaan ulang wacana figh klasik tentang nazir sangat
penting. Yang dimaksud wacana disini adalah melihat atau memahami sesuatu
dengan menggunakan teknik internal yang meliputi teks dan konteks. Sedang
teknik eksternal antara lain dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks
tutur yang menjadi latar belakang terjadinya suatu wacana. Adapun batasan dari
maksud Figh Klasik yang dibahas di sini adalah pendapat tokoh Imam as-Syafi’i
dan Imam Abu Hanifah dan beberapa pendapat ulamanya pada masa

pengkodifikasian figh. '®

> Dikutip dari Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: Dana
Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 75

' Mun’im A Sirry, Sejarah Figih Islam Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti,
1995), hlm. 68



Sedangkan dalam teori tajdidnya, Masjfuk Zuhdi mengatakan terdapat
tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu: pertama, al-I’adah artinya
mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiah kepada
sumber ajaran agama Islam yaitu al-Quran dan Hadis. Kedua, al-Ibanah artinya
purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam dari segala macam bentuk bid’ah
dan khurafat serta pembebasan berpikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik
mazhab, aliran, ideology yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
Ketiga, al-Ihya artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan
memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.'” Dengan demikian
sesuatu itu disebut baru (adanya pembaruan) apabila dilakukan a/-7’adah, al-
ibanah, dan al-ihya dengan melalui proses ijtihad.

Ijtihad sangat diperlukan terutama dalam bidang muamalah
kemasyarakatan karena bidang ini hanya diberikan tuntunan secara global dalam
al-Quran. Dalam hal nazir wakaf merupakan salah satu bidang muamalah
kemasyarakatan yang perlu diberikan tuntunan pelaksanaannya dengan jalan
ijtihad. Menurut Azhar Basyir, dalam hukum Islam terdapat metode-metode
sebagai bagian dari metode ijtihad, seperti metode al-Istihsan, al-Ishtishab, al-

‘Urf, dan al-Masalih Mursalah .'* Seperti dalam kaidah fighiyah disebutkan:

P e Y jaad ASa Y s S Y

7 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Indonesia Tinjauan Dari Aspek Metodologis,
Legalisasi, Dan Yurisprudensi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 148

'® Dikutip dari Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, hlm. 76

' Asjmuni A. Rahman, Qa’idah-Qa’idah Figh (Qawa'idul Fighiyah), (Jakarta:Bulan
Bintang, 1976), him.107



Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah,
nazir memiliki beban amanah yang tidak ringan karena di samping mewujudkan
niat para wagqgifyaitu untuk kesejahteraan masyarakat, juga pertanggungjawaban
secara vertikal kepada Allah baik sebagai pribadi maupun kelompok. Hal ini

tersurat dalam firman Allah

Sy ety oy ey Sy 5oy Al el il (L ),
@ QMMWW} ;L’AQQ-A

Di dalam hadis juga telah ada landasan tentang amalan manusia yang

bernilai kekal. Sabda Rasulullah saw:

Ay gl 4 adiy ale ol 4 s Aaa OB (e VI alee adali) aof o) e 1)
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Di dalam pembahasan pengelolaan wakaf oleh nazir wakaf juga
berhubungan erat dengan lima tujuan Hukum Islam (a/l-Maqgasidu al-Syari’ah)
yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seorang nazir
sangat memegang amanahnya dengan sungguh-sungguh maka, harta wakaf akan

sampai pada tujuannya, begitu pula sebaliknya.

2 An-Nahl (16): 93

2l Imam Muslim, Sahih Muslim, Kitab Wasiat Bab Ma Yulhaqa al-Insana min as-
Sawwabi Ba’da Wafatihi, (Beirut:Dar al-Fikr, 1972), I1:14. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah



Meskipun nazir dibebani dengan tugas dan kewajiban yang sangat berat
namun, ia pun berhak menerima imbalan atas jasanya dalam mengelola harta
wakaf yaitu berupa upah atau gaji. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah:

"ad e Cany ol Ji o sal all ) gl

Adapun dalam hal manajemen nazir, Nabi Muhammad SAW sebenarnya
telah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu termasuk masalah yang
terkait dengan manajemen jika dilakukan dengan mengikuti empat sifat minimal
yang dimiliki oleh Nabi, yaitu: Amanah, Siddiq, Fatanah, dan Tablig, dapat
dikategorikan sebagai perbuatan yang profesional. Bahkan dalam hadis
Rasulullah sendiri menyatakan bahwa segala urusan haruslah diserahkan kepada

orang yang benar-benar sesuai dengan kemampuan yang dia miliki.
Tield) lanls alal ye ) andd 13)
Peraturan atau ketentuan tentang nazir pada beberapa pasal yang terdapat
dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf terutama dalam pasal
yang mengatur masalah nazir dan dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun

2006 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 yang menitik

beratkan pada pasal-pasal tentang nazir.

F. Metode Penelitian

** Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam Bab Ajr al-Ajrai, (Beirut: Dar al-Fikr,
t.t.), II: 2483, Riwayat Ibnu Majah dari ‘Abdullah bin Umar. Dikutip dari Ahmad Azar Basyir,
Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsatat, Hukum, Politik dan Fkonomi, (Bandung:
Mizan, 1994), him. 183

» Imam Abi Abdullah al-Bukhari, Sahih Bukhari, (ttp: Dar al-Fikr, t.t. ) Kitab Raqaq
Bab al-Amanah No 6015, Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah



Dalam melakukan sebuah penelitian metode mempunyai fungsi yang
sangat penting untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, dan memecahkan
masalah yang yang sedang diteliti. Dengan metode yang tepat akan akan
menghasilkan karya ilmiah yang lebih terarah dan optimal. Adapun penelitian ini

menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (7ibrary Research).
Maksudnya, metode kajian yang digunakan untuk mencari data dengan cara
membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penulisan
skripsi sekaligus pembahasan permasalahan. Dengan penelitian pustaka,
diperoleh data-data yang dikumpulkan dari buku-buku, makalah-makalah ilmiah,
ensiklopedi dan artikel yang dipandang relevan dengan bahan penelitian. Data
tersebut disebut literatur dan menjadi bahan utama penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Secara keseluruhan penelitian ini adalah penelitian pustaka. Karena
pengumpulan data primer diperoleh melalui penelusuran data-data di
perpustakaan. Diantara data primer yang dijadikan rujukan adalah kitab
Muhadarat fi al- Wagf'karya Muhammad Abu Zahrahh, Fathul Wahab karya Abu
Yahya Zakaria Anghori, Fathul Qadir karya Imam Kamaluddin ibn Humam al-
Hanafi, Hukum Wakaf karya Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Sistem

Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf karya M. Daud Ali, Manajemen Wakaf



Produktif karya Mundzir Qahaf, dan buku Hukum Islam dan Pluralitas Sosial
karya Said Agil Husin Munawar, serta Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42 TAhun 2006 tentang

pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Dengan demikian penelitian
ini pertama, memaparkan keberadaan nazir wakaf dalam wacana figh klasik dan
Undang-Undang No.41 tahun 2004. Dan kedua, menganalisis persamaan dan
perbedaan yang terdapat pada figh klasik dan UU No.41 tahun 2004 dalam
membahas nazir wakaf tersebut serta menganalisis perbaharuan yang terjadi

dalam Undang-Undang Wakaf sekarang.

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu dengan
mendekati masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau
batal, sesuai atau tidak antara yang ada dalam nas al-Quran, hadis serta kaidah-
kaidah figh dengan melihat konteks masyarakat yang ada.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis wacana yang menggunakan

teknik internal dan eksternal. Teknik internal yang meliputi teks dan konteks.



Sedang teknik eksternal antara lain dengan pemahaman yang mendalam tentang
konteks tutur yang menjadi latar belakang terjadinya suatu wacana. Sesudah data
yang diperlukan terkumpul, data tersebut akan dianalisa berdasarkan pada
rumusan analisis penelitian yang menggunakan metode deskriptif untuk

menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan fenomena objek penelitian.

@G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bgian dengan
beberapa sub bab, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pembahasan yang
utuh dan sistematis Dalam pemaparan nantinya penyusun akan mengacu pada
sistematika dibawabh ini.

Bab pertama, adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas dan menjelaskan gambaran umum tentang wakaf
sebagai dasar ontologi wakaf, sehingga akan memperoleh suatu kejelasan tentang
hakikat wakaf. Di dalam sub babnya yang pertama, akan mengulas tentang
konsep wakaf secara umum mulai dari pengertian, rukun-rukunnya, macam harta
wakaf, macam wakaf, dan pemilikan harta wakaf. Sub bab yang kedua,
membahas tentang sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia, dimulai dari
tinjauan wakaf sebelum kemerdekaan RI sampai tinjauan wakaf setelah

kemerdekaan RI sebelum UU no. 41 Tahun 2004.



Bab Ketiga, menjelaskan tentang nazir wakaf dalam perspektif Figh
Klasik dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dengan adanya
perbandingan yang jelas dalam bab ini, diharapkan lebih memudahkan dalam
menganalisa dua variabel yang berbeda. Dalam sub babnya yang pertama
mengulas tentang konsep kenaziran dalam Figh Klasik, yang terdiri dari
pengertian, syarat-syarat nazir, pemilihan nazir, kedudukan dan kewajiban nazir,
upah nazir, pemeriksaan nazir, pemecatan nazir, dasar-dasar manajemen wakaf;,
dan cara-cara klasik dalam mengelola wakaf produktif. Sub bab yang kedua,
membahas tentang nazir wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004, yang terdiri dari
pengertian, tujuan dan saran, dan substansi serta peluang-peluang pengelolaan
wakaf produktif.

Bab Keempat, adalah Analisis Nazir Wakaf Studi Komparasi Dalam
Wacana Figh Klasik Dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Dengan
mengambil judul demikian, analisis diarahkan untuk mengetahui kedudukan dan
peran nazir wakaf dan membandingkan wacana tentang persamaan dan perbedaan
nazir wakaf dalam figh klasik dan UU No.41 Tahun 2004, sehingga dapat
diketahui pembaruan-pembaruannya dalam sistem perwakafan di Indonesia
khususnya.

Bab Kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kedua bagian ini
perlu dilakukan guna mengetahui sejauhmana penelitian ini telah berhasil
dilakukan dan saran-saran apa yang mungkin disampaikan untuk penelitian lebih

lanjut.



Muslim [Hanabilah melarang Islam, maka orang
nazir non muslim, [slam pulalah yang
lkecuali mazhab harus melestarikan
Hanafiyah yang dan menjaga
membolehkan ajaran ini.

BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah diuraikan dengan panjang lebar sebelumnya,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Wakaf merupakan spare parts penting yang dapat digunakan sebagai sarana
pendistribusian dan pemerataan resmi rezeki Allah, guna merealisasikan
kemaslahatan umat manusia. ~Keberhasilan dalam pengelolaan dan
pengembangan wakaf tidak lepas dari peran para pengurus atau nazir yang
memiliki profesionalitas dan kredibilitas yang tinggi. Karena peran nazir
adalah pemegang kunci maju mundurnya, sukses tidaknya wakaf. Sedang
kedudukan nazir baik dalam Figh Klasik sebagai pengurus atau pengelola
wakaf dan bukan sebagai pemilik atas aset wakaf. Hal tersebut juga tertuang

dalam Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2006.



2. Berikut persamaan dan perbedaan nazir wakaf dalam Figh klasik dan
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
a. Wacana nazir dalam persamaan figh klasik dan Undang-Undang No.41
adalah keduanya sama-sama memberikan perhatian khusus dalam hal
kenaziran. Pertama, adanya syarat amanah bagi nazir. Kedua, adanya
ketentuan-ketentuan nazir mulai dari syarat-syarat menjadi nazir, macam
nazir, ketentuan tugas dan kewajiban, serta hak nazir. Ketiga, pemerintah
dalam hal ini diwakili oleh hakim juga turut bertanggungjawab terhadap
kegiatan wakaf. Keempat, kedudukan nazir sebagai pengurus atau
pengelola aset wakaf yang sangat penting dan bukan pemilik benda
wakaf.
b. Sedangkan perbedaan antara wacana nazir dalam figh klasik dan Undang-
Undang No.41 Tahun 2004, adalah:
Dalam Figh Klasik:
1) Nazir wakaf tidak dimasukkan dalam rukun wakaf.
2)- Syarat nazir: berakal, dewasa, adil, mampu, Islam.
3) Tidak ada ketentuan yang pasti mengenai upah nazir.
4) Macam nazir: perorangan dan kelompok atau Badan Hukum.
5) Masa jabatan nazir tidak terbatas.
6) Nazir diberhentikan oleh pihak yang mengangkatnya (wagif, dan
mauquf ‘ alaih).
7) Bentuk sanksi bagi nazir yang melakukan pelanggaran adalah

pemecatan.



8) Membolehkan nazir non-muslim yang dapat dipercaya (menurut
mazhab Hanafi).

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004:

1) Nazir wakaf dimasukkan dalam rukun wakaf.

2) Tentang persyaratan nazir yang baru yaitu: WNI, beragama Islam,
dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak
terhalang melakukan perbuatan hukum.

3) Hak nazir dalam menerima upah atau gaji sebesar 10%.

4) Masa jabatan nazir dibatasi 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali.

5) Macam nazir: perorangan, Badan Hukum dan nazir organisasi.

6) Pemberhentian nazir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.

7) Bentuk sanksi bagi nazir yang menyalahgunakan amanah berupa
sanksi administrasi dan sanksi pidana.

8) Tidak ada ketentuan untuk nazir non muslim.

3. Pembaharuan yang terjadi dalam sistem kenaziran
Adapun produk dari pembaharuan Hukum Islam (figh klasik) terutama di
Indonesia tentang wakaf adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang
wakaf. Isi dari perubahan hukum wakaf itu antara lain, adanya lembaga
khusus atau independen yang bertanggung jawab dalam kepengurusan wakaf
yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syari’ah
(LKS), ketentuan wakaf secara umum, seperti, ketentuan tentang macam-

macam benda wakaf besrta cara pelaksanaannya, serta ketentuan kenaziran



lain seperti, syarat-syarat nazir wakaf, hak dan kewajiban nazir, macam-

macam nazir, adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi bagi para

pengurus (nazir) yang melanggar.

B. Saran-saran

l.

Sistem perwakafan di Indonesia telah banyak mengalami
perkembangan dan pembaharuan. Bersamaan dengan perubahan
pemahaman tentang konsep wakaf dan di dukung perubahan sosial
masyarakat yang dahulunya bersifat konsumtif kini telah menuju era
wakaf produktif. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan
semua perihal pembaharuan wakaf dapat tercover. Undang-Undang
No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf hendaknya segera disosialisasikan
kepada seluruh masyarakat terutama nazir (pengelola) wakaf,
sehingga tidak ada lagi miss management yang terjadi.

Kualifikasi keprofesionalan nazir dalam pengelolaan wakaf harus
benar-benar diperhatikan dan dapat direalisasikan dengan baik. Dalam
syarat-syarat nazir sebaiknya dicantumkan syarat bahwa nazir harus
mempunyai kompetensi atau keahlian dalam pengelolaan harta wakaf
yang diamahkan kepadanya. Hal ini dibutuhkan kerjasama yang baik
antara pihak pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf
tersebut. Sehingga profesi nazir tidak dilihat sebelah mata. Padahal

peran nazir sangatlah penting dalam sukses tidaknya wakaf tersebut.



3. Alangkah baiknya apabila peraturan tentang perwakafan yang ada di
setiap Negara muslim memiliki standar atau rujukan Undang-Undang
Internasional.

4. Sebagai umat Islam yang baik, maka wajib mentaati dan
melaksanakan  Undang-Undang Wakaf ini sepanjang tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadis.

C. Kata Penutup

Demikian uraian panjang lebar yang membahas tentang nazir wakaf studi
komparasi dalam analisis wacana antara fikih klasik dan UU No.41 Tahun 2004.
Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan karya ilmiah
berupa skripsi ini, tentunya masih banyak dijumpai kekurangan-kekurangan
disana sini dan masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanyalah

milik Allah semata.
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